SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang bersama Bupati
Tulang Bawang telah menyempurnakan Rancangan
Peraturan = Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G/522/1V.02/HK/2019 tanggal 01 Agustus 2019
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan

~yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi,

antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran 2019, keadaan darurat dan/atau keadaan luar
biasa, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 20109,



Mengingat

-2.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3667);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234y);

13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
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19.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);
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28.Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

29.Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

30.Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

31.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6322)

32.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);

33.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199)

34.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 15);



Memperhatikan

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44.

45.

46.

: 1.

-6-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017
tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5884);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor
12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6); dan

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 1)

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/522/1V.02/HK/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan
Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;



-7-

2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang
Bawang Nomor : 170/...... /KEP/DPRD/TB/VIII/2019
tanggal ..... Agustus 2019 tentang Penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG

Menetapkan

dan
BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
semula berjumlah Rp.1.311.288.424.842,00 bertambah sejumlah
Rp.56.015.820.149,00 sehingga menjadi Rp. 1.367.304.244.991,00
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.287.288.424.842,00

b. Berkurang Rp. (1.536.432.000.,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.285.751.992.842,00
2. Belanja

a. Semula Rp.1.307.788.424.842,00

b. Bertambah Rp. 56.015.820.149.,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.363.804.244.991,00
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp. (78.052.252.149,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 24.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 57.552.252.149,00

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 81.552.252.149,00
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 3.500.000.000,00

2) Tetap Rp. 0.,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. (3.500.000.000,00)



Jumlah Pembiayaan netto

setelah Perubahan Rp. 78.052.252.149,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

(2)

terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 97.315.725.842,00

2) Berkurang Rp. (1.536.432.000.,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 95.779.293.842,00
b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 907.779.804.000,00

2) Tetap Rp. 0.,.00

Jumlah Dana Perimbangan setelah

Perubahan Rp. 907.779.804.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 282.192.895.000,00

2) Tetap Rp. 0.,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah setelah Perubahan Rp. 282.192.895.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1} Semula Rp. 31.900.000.000,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah Perubahan Rp. 31.900.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 1.736.985.000,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp. 1.736.985.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 3.078.119.813,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan Rp. 3.078.119.813,00
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 60.600.621.029,00
2) Berkurang Rp. (1.536.432.000.,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 59.064.189.029,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis-jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula Rp. 27.945.419.000,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak setelah
Perubahan Rp. 27.945.419.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 639.431.562.000,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Dana alokasi umum setelah

Perubahan Rp. 639.431.562.000,00

¢. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 240.402.823.000,00

2) Tetap Rp. 0.00

Jumlah Dana alokasi khusus setelah

Perubahan Rp. 240.402.823.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah

1) Semula Rp. 46.788.800.000,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp. 46.788.800.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0.00

Jumlah dana darurat setelah

Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya
1) Semula Rp. 92.800.000.000,00
2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah Perubahan Rp. 92.800.000.000,00
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d.Bantuan Biaya Pemungutan PBB

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Biaya Pemungutan

PBB setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Lain-lain Pendapatan yang Sah

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan

yang Sah setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus setelah Perubahan  Rp. 0,00

h. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah
lainnya
1) Semula Rp. 0,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Daerah Lainnya
setelah Perubahan Rp. 0,00

i. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Dana Tambahan Penghasilan

Guru PNSD setelah Perubahan Rp. 0,00

j. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD
1) Semula Rp. 0,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Dana Tunjangan Profesi
Guru PNSD setelah Perubahan Rp. 0,00




-11 -

k. Dana Intensif Daerah

. 1) Semula Rp. 9.689.913.000,00

0,00

2) Tetap Rp.
Jumlah Dana Intensif Daerah
setelah Perubahan

l. Pendapatan Pelayanan Kesehatan

1) Semula Rp. 0,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Lainnya
setelah Perubahan Rp.

m. Dana Desa
1) Semula Rp. 132.914.182.000,00
2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Dana Desa
setelah Perubahan

Pasal 3

Rp. 9.689.913.000,00

0,00

Rp. 132.914.182.000,00

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dari:

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 710.921.596.341,00
2) Bertambah Rp. 19.902.466.891,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan

b. Belanja Langsung

Rp 730.824.063.232,00

1) Semula Rp. 596.866.828.501,00
2) Bertambah Rp. 36.113.353.258,00
Jumlah Belanja Langsung setelah

Perubahan

Rp. 632.980.181.759,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 463.396.010.961,00
2) Bertambah Rp. 12.211.766.891,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan

b. Belanja Bunga

Rp. 475.607.777.852,00

0,00
0,00

1) Semula Rp.

2) Tetap Rp.
Jumlah Belanja Bunga setelah
Perubahan

Rp.

0,00
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c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 21.605.000.000,00

2) Bertambah Rp.  6.690.700.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp. 28.295.700.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 5.276.300.000,00

2) Bertambah Rp. 800.000.000,00

Jumlah Belanja bantuan sosial

setelah Perubahan Rp. 6.076.300.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota/PemDes
1) Semula Rp. 217.691.308.000,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab
Kota/PemDes setelah Perubahan Rp.217.691.308.000,00

h. Belanja bantuan kepada Partai Politik
1) Semula Rp. 452.977.380,00
2) Bertambah Rp. 200.000.000,00
Jumlah Belanja bantuan kepada
Partai Politik setelah Perubahan Rp. 652.977.380,00

i. Belanja tidak terduga
1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah
Perubahan Rp. 1.500.000.000,00
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Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 75.347.501.400,00

2) Berkurang Rp. (4.640.094.748,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 70.707.406.652,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 304.077.234.603,00

2) Bertambah Rp. 30.031.040.065,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp. 334.108.274.668,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 217.442.092.498,00

2) Bertambah Rp. 10.772.407.941,00

Jumlah Belanja Modal setelah

Perubahan Rp. 228.164.500.439,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari:
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 24.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 57.552.252.149,00

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 81.552.252.149,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 3.500.000.000,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 24.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 57.552.252.149,00

Jumlah SILPA tahun anggaran

sebelumnya setelah Perubahan Rp. 81.552.252.149,00

b. Pencairan Dana Cadangan
1) Semula Rp. 0,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelah Perubahan Rp. 0,00
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c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman

Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1) Semula Rp. 0,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
Setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang

Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

(8) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari
jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Perhitungan Pembentukan

Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp. 3.500.000.000,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)
pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Hutang
1) Semula Rp 0,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Pokok Hutang
Setelah Perubahan Rp. 0,00




-15-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Pinjaman

Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

€. Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Perhitungan Fihak Ketiga

Setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. LampiranI Ringkasan Perubahan APBD

2. Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. LampiranIll Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

S. LampiranV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai
Pergolongan dan Perjabatan;

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati Tulang Bawang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan.
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 Agustus 2019
BUPATI TULANG BAWANG,

ttd
WINARTI
Diundangkan di Menggala
pada tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,
ttd

ANTHONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR : -

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG : 02/881/TB/2019

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANG

,SH,MH,M.Si
-MBINATIV.A
719780117 199803 1 003



